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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Watusalam RT/RW 016/008, xxxx
XXXXXXXXX,  XXXXXXKKK XHXXXK,  XXXXXXKXX  XXXXXXXKKKX
XXXXXX  XXXXXXXK XX XXXX X, XXX XXXXX XX XXX
XXXXXXXXXX XXXXX X, XX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX
XXX,  XXXX = XXXXX, XX, XXXXXxxXX, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ANA FITRA ROZMI, S.H.,
Advokat yang berkantor di Law Office AFR & Co. DKk.
Ketepeng, Ds. Rowoyoso, RT. 15, RW. 06, Kec.
Wonokerto, Kab. Pekalongan No Tlp
085877077993/085877077993 Email
afitrarozmi@gmail.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 11 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di
KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan ;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan
Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 10 Juli 2023 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang mana dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX Sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 218/32/V1/2012 tanggal 08 Juni 2012.
Oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan oleh keduanya sah
menurut agama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman
Penggugat di xxxxxxxxx Gang 2 RT 016 RW 008 xxxxxx, Pekalongan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dhukul), dan dikaruniai 2
(dua) orang anak bernama:;

Martvel Awal Afrijal, Lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Maret 2014;
Erlin Meida Pasha Ramadhani, Lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Mei
2018Bahwa kedua anak tersebut diatas ikut Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi
karena perjodohan. Meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu
keduanya mengalami kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat
juga tidak bekerja, sering mabuk-mabukan, keras kepala dan kurang
dalam memberikan nafkah. Kemudian pada tahun 2015 Penggugat pergi
ke Singapura untuk bekerja, disana Penggugat mendapatkan kontrak
selama 1 tahun;

5. Bahwa Penggugat pulang ke rumah bersama pada tahun 2016, sejak
Penggugat pulang, Penggugat jarang bertemu dengan Tergugat karena
Tergugat pergi ke Makassar untuk bekerja;

6. Bahwa puncaknya pada tahun 2019, Penggugat pergi ke Hongkong
untuk bekerja. Sejak saat itu Penggugat sudah jarang berkomunikasi
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dengan Tergugat hingga sekarang. Tergugat sudah tidak memberikan
nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat juga sering
mabuk-mabukan dan keras kepala. Sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling membantu
dan melengkapi, guna mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil tidak
tercapai;

7. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat ini beralamat di Flat C, xxx
XXXXX XX XXX XXXXXKKXXX XXXXX X, XX XXXXXK XKKX XXXX XXXXX XXXX XXX,
XXXX XXXXX, XX, XXXXXXXXX Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat
sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, dalam perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan
bathin antara yang satu kepada yang lain, dan dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat ketika bersama sering terjadi pertengkaran
terus menerus, kemudian akibat hal tersebut antara Penggugat dengan
tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi dan berhubungan
layaknya suami dan isteri selama 4 (empat) tahun maka gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) UU Rl Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena
alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal diluar kemampuannya maka sudah sepantasnya apabila
Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memutus Perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;

9. Bahwa Penggugat sekarang berada di luar negeri dan tidak

memungkinkan untuk pulang ke Indonesia, bahwa dalam ketentuan
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Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 membolehkan Penggugat tidak

hadir dalam persidangan dan mewakilkan dirinya melalui kuasanya.

Selain itu, Pasal 142 ayat (1) KHI juga mengatur bahwa pada sidang

pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri dapat datang sendiri atau

mewakilkan kepada kuasanya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Primair :;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT)
dengan Tergugat) (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: 218/32/V1/2012 tanggal 08 Juni 2012;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Subsidair:;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
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dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. B
ukti Surat;
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/32/V1/2012 tanggal8 Juni 2012
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxxX. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

B. S
aksi-saksi;
1. S
AKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Pekerjaan XxXxXXXXX XXXXX XXXxXX, tempat tinggal di KABUPATEN
PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar bulan Juni tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 anak yang

sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat.;

B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama,;
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ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak
diketahui lagi (Ghaib);

B
ahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun
tidak berhasil;

2. S

AKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxXxXxXxXX XXXXX XXXxXX, tempat tinggal di KABUPATEN
PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar bulan Juni tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 anak yang
sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat;
B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama,;

B

ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak
diketahui lagi (Ghaib);

B

ahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun
tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula
tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai
ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1
huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh
karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat
memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk

Halaman 7 dari 17 halaman .Putusan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Dsrelstani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan
Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang
lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan
telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk
memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz | halaman 164 yang diambil alih

menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ARG ZErP GREG Gl z
Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-
bukti*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
beperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah
terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai

melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak hamun
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oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat kurang memberikan
nafkah dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak
memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat,
serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri
bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi yang jelas di Wilayah
Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga
Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara
perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan ketidakhadiran
Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan
gugatan Penggugat;

2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan
pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap
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pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan
P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya
sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sehingga terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sehingga terbukti
Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 4 tahun dan
sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi
saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912
KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama 4 tahun Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama;
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Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui
lagi (Ghaib);

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171
HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
08 Juni 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Martvel Awal
Afrijal dan Erlin Meida Pasha Ramadhani;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat
bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghaib);

-  Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat yang
dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan
Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari
fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pekawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak
berhasil,

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah
ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap  unsur-unsur tersebut akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum
yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk
memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak
berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha
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unsur pertama telah terpenuhi;
Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat
menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan
sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam namun
demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan
sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang
bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan

demikian unsur kedua telah terpenuhi;
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Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau
berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal selama 4 tahun dan selama jangka waktu tersebut sudah
tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi dan bahkan keberadaan serta
alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Dengan demikian Pengadilan
menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah
tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara
keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah
tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar
keduanya sudah tidak saling perduli dan saling perhatian lagi, maka telah
terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan
hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap
dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan
yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan
kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim
mengambil sikap sesuai dengan kaidah figh yang untuk selanjutnya diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

chall >k o360 awlall >

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih
didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat
ulama ahli Figh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid 1l yang untuk
selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai
berikut:
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Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatanya
dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami
sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan
kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan
hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat
menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti
dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2
gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam
perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah
jatuh talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 527.500,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kajen yang terdiri dari Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua
Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E dan Muhammad Husni, Lc, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri Agustuti, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Syamsuhartono, S.Ag., S.E Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd.
Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara :
Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 382.500,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai . Rp 10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 527.500,00
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(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.
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